: _Qieil :

Perjanjian-perjanjian  lisensi “yang

‘mencakup pemberian -hak -untuk nle-
makai merk-merk dagang atau patent-
patent “yang terkenal dan Zrechnical
Enow-how"nya sering ‘terjadi dalam
‘prakiek  perdagangan-internasional.
Produsen dari negara-negara industris-
lis yang maju hendak memasarkan ba
rang-barany -dengan merk-merk dan
paieni-patent yang kenamaan itu di-
pasaran negara-negara berkembang
(derveloping contries). -
Seringkali ‘terdapat halangan-halangan
di negara-negara berkembang ini un-
tuk wusaha-secara langsung dari para
pihak dindustriulis dan produsen asing.
‘Barang-barang ‘bersangkutar harus -di-
produkst secara lokal, untuk memaju-
kan“indusiti dan ckonomi ‘dari negara-
negara yang scdang berkembang ini
dan’: membuka lapangan kera baru.
Maka seringkali yang dipakai adulah
“bentuk perianjian fisensi. Para industri-
alis darl ‘negara-negara ‘maju mem beri-
kan-lisenst flicensor] “kepada usaha-
wan-usahswan' darl negara—negara ber-
-kembang {licensee). v

Anei\a_mst:m hukum,

* Kewajiban-kewajiban “ dari masing-
masing pihak yvang harus dilaksanakan
menurut Perjanjian ‘Lisensi dapat ber-
langsang” dulam  negara-negara  vang
bers:mgkutcm {dari pihak Licensor atau

dari-Licensee), tetapi juga dlda]am ne-
garg ketiga.

“Misalnya‘pengusaha Jepang membe-
pileam lontior Lomardag 1tealreirmm T ol oo o

SEG.! SEGi HUKUM PLRDATA lNTERNASﬁONAL
DALAM MASALAH PERJANHAN USEN&:}

Prof. Mr. DlSGAUTAMA :

iuga mf_hputz neqara-neg,am AS{.
nya disamping Indonesia.
Dalam. kemungkinan pcrta.nd kl 2 m
lifiat dmcgdm pll‘;al{ chmsec ;
ma §1sen51)
D}qam{)mn 1iu kegmtan }\eg;lat
p{.lakaanaan dm Perjanjian

}:am-neg,dra bcrsangkutan itu ata
lam negara negara §am l‘elaI\sa

ini mendorong }\ec_rah pcreoalan
na adanya lebih dari satu macam 5
hukum hin%d harus dijawab pertanya—
an : sistim ]mﬂum manm’;a’f: vmzq Jia-
rus berlahu 2 :

Mungkin sistim hukum dar negara ter—
tentu yang berkaitan dengan Purjan-
Jian :Lisensi ini adalah yang nmenenta-
kan hukum yang harus berlaku. Tetapi
hal ini fergantung kepada apa yangdi-
tentukan oleh hukum bersangkutan
itu sendird. Adalah mungkin bahwa
seluruh perjanjian ini- jatuh dibawah
sislim hukum vang mengaturnva.itu,
Atau  harya beberapa  bhagian - tey-
tenty daripada perjaniian ini yang di-
cakup oleh peraturan itu, Hal ini ter-
gantung darl kenyataan sampai .sebe-
rapa jauh perundang-undangan negara
bersanghuton - mengatur persoalan 11-
senst bemmanokntan ing . .




Hukum dan Pesibangunan

ikih- akan diatur seluruhnya oleh
ssistim hukum bersangkutan itu atau
Cidak.

Bisa diatuy oleh ieblh dan satu
Csistim hukuimn 7

Wungkin pula bahwa ifinsaksi bers
é-szm.gia:mun dapat diatur oleh fehili dari
. .m_z__;":_ sisiim hwkum negara tertentu.
;“v’iis'alﬁya status hukum dari suaiu pi-
fhak dapat diatur ofeh hukum daripa-

T neﬂam dimana usaha badan ini di-

__i_dk_tzixdn afau dimana adalah tempat
a badan ini dilakukan atau dimana
5 iempat usahanys yang pating
;,umzupal pluge uf business).

. persoalan pf,'pajd».an daripada
“Urunsaksi bersangkutian ini bisa diatur
secara beriainan. Pajak ini dapat jaluh
'hbawah hu?.um daripada negara ber-
s‘dnﬂkutdn yaltu negara dimana adalah
tf:mpai. ‘usaha darjpada Badan Hukum
:;tu Ietapz mungkin pula bahwa pdjdk
ini dmmlq menurui sistim hukum da-
rivada negara lain. ladi macam-macam
sisthn hukum yang berlaku. Dan hu-
kuni-hukum berlainan yang berlaku ini
__mcngc_nui transsaksi fertentu itu. Jadi
‘dalam contoh tadi kita saksikan bah-
wi lebih dari satu sistim hukum yang
dapat  diperlakukan uniuk  transaksi
Perianjian Lisensi bersangkutan.
:’Vﬁéalr;ya, iika dilakukan produksi di
dalam negara daripada sipenerima
lisensi, yaitu dalam contoh kita diatas
sipengusaha . Indognesin, kita saksikan
dalam praktek bahwa mungkin dilzku-
kan ekspor . daripada  produksi ber
sangkutan inl kencgara lain.

tHusil daripada usaha produksi ini nie-
nurul  kenvataan dapat  dipajakin
oleh negara dimana berada pihak vang
menerimag lisensi.

Ataw mungkin pula bazhwa pajak ind
dapat ditarik dinegara lain.

Misalnya pajak mengenal Pendapatan,
Pajak Penjualan dapat diletakkan di
negara sipenerima lsensi. Tetapl dapat
pula ¢i negara lain, tergantung dari-
pada- dimana sebenarnya penjualan
talah harlangoino Aarmada  Jestoessees

barang-harang bersangkutan

Hak  atas
menurat

merek dztentukan
hukum dari negara

. dimana merek ity didaftarkan.

s Ada aneka kemungkinan mengenm--
hukum yang harus dipakai ini. Seperti
sudah serdngkali kami kemukakan, ma-
ka berlakunya suatu hak milik perin-
dusiran, suatu hak atas merk tertenti,
tergantung daripada hakum dar nega-
ra vang memberikan pendaftaran ini
atan dinegare dimana pendaftaran di-
langsungkan,

Akan tefapi mengenal betapajauhnya,
betapa luasnya -hak-hak bersangkutan
ini, tergantung bukan sajz darpada ne-
gara di mana pendaftaran ini ber
langsung, Mungkin pula hukum dari
negara lain yang berlaku. Sebagal con-
toh dapat disebui disini bahwa hukum
daripada negara vang melakukan pep-
daftaran ini, dapat memberikan hak
kepada sipemegang pendafiaran merk
atau kepada pihak yang menetma K-
sensi daripadanya, untuk menghindar-
kan diimpornya barang-barang yang
merupakan konkurensi dengan pro-
duksi merk vang telah didafiarkaa itu,
Akan  tetapi hukum daripada negara
darimana dilakukan ekspor ini, tidak
membolehikan adanva pembatasan se-
cara peografis mengena: ekspor ini.
Misalnya, sipenerima lisensi di Indone-
sig, dapat berdasarkan peraturan di In-
donesia diberikan perlindungan bahwa
impor daripada barang-barang dengan
merk yang bersamaan di dalam wi-
layah Republik Indonesia dilarang.
Sebaliknya, hukum daripada Amerika
Serikat sebagal negara daripada sipe-
milik  asal merk bersangkutan itu
{sipemberi lisensi), tidak mengenal
pembatasan daripada ekspor-ekspor ke
negara-negara lain, misalnya ke Indo-
nesia, Karena per-undang-undangan
mengenal  anti-trust daripada negara
Amerika Serikat ini tidak membenar
kan adaaya pembatasan-pembatasan

ekspor kepada negara-negara tertentu
Y




: hahyd satu macam hukum saJa

'_'fang 'berlaku untuk Pexjanjlan Lisensi.
- Belum dxatur dalam Undanw{ln—_

“dang Merek Indonesm

‘Daiam Undang—Undang Merek Ir;-:

dones1a yang kini berlaku tidak diatur

penan}mn {isensi, Karena tidak digfur,

" bukan berarti bahwa petianjian’ sede-
~mikian- itu.adalah terlarang. * Sebagai
- contohemisalnys kita sebut disini lem-

baga soal: Vrrust? yang-dikenal dalam

sistim . hukum Anglo” Saxon. Di Iado-:

Aesiastidak diatur dalam Kitab Undang
Undang Perdata :meaupun -Kitah Un-

dang—Unda.ng Hukum Dagang. ‘Tetapi

lembaga. Trusr Ini :dapat sajs dibuat
dan dilaksanakan - pula -di ‘Indonesia
berdasarkan:ketentuan-keientuan - hu-
kumryang tidak-terfulis dan berdasar-
kan :isi- danipads perjaniian vang te-
lah - dimufakati -oleh::para- pihak ini.
Seperti  diketahui maks peraniian-
peranjian vang telah dibuat olel pa-
ra.piliak ‘ini mengikat. merel.a sei}dgzu
Undane-Undang 1) :

Perjanjian lisensi perlu  diatur.

«Dalam -~ Rancangan’ Undang-Un-
dang -*Pembaharman Hukum Merk

untitk Indonesia, kita saksilkan bahwa

telah diatur pula masalah Hsensi ini. -

Jadi- dalam ‘waktu tidak terlalu lama,
dapat-diharapkan bahwa perundang-

unddngan nasional kita akan mengatur

jugaperjanjian lisensi ini.

« Memang menurut hemat kami ada—
lah -1ébih baik ‘bilamana: sistim lisensi
ini-diatur. Dengan demikian maka Pe-
merintah  dapat - mengadakan penga-
wasan tertentu. Dapat-ditentukan mi-
salnya bahwa perjanjian-perjaniian li-
sensi. -ind . Agruy didafraikan Copadda
Direkiorat - Patent - dan .. Hak: Cipta di
Fakarta, ‘Dengan - demikian - dapat -.di-
adakan - kontrol, Misalnya  diteatukan
baliwa syarat-syarat ‘tertentu harus di-
penuil. Terutama uiiuk membina dan

< mierknya sudah terkenal, hingg

melindungi” kepehtingan' dax
ngusaha Indonesia yang umus
bih lemah. Misalnva dapat dit
bahwa mebeman lisepsi in
sedikit-dikitnya. beberapy tahu
tentie 2) Hal ini adalah untu
hindarkan bdhwa penerima lise
donesia ini akan.ditinggalkan -
jalan, Jika hda}c d1tentukan wal

md}ca, ak_an ddpat m_enyebab}«;_'
glan, yang-besar bagi pihak pengu
Indonesiz. Bukanksh,. dengsan /it
ha-usaha - dari. -pihak . Jndonesi

uptuk memperkenalkan: meT

banysk biaya dan usaha, 533\.0:[1}.". ngs-
konyong dapat dzhennkan oleh plhak

nesia 'mulai berkembang dans=imerk-

ia menghentikan sajd pemberian’ disensi
ini‘kepadanya lebik banyak keuntung—'
an atau dapat memakai’sistim o=
oman ", kedok fertentu yvang sekayane:
ini setelah keadaan berubah danimerk-
nya sudah terkenal di Indonesid, de-”
ngan mudah dapat memasarkannyade~
ngan keuniungan vangseluruhnva ja<
feh kemngm s1 pemihk merk casing
1tu I : : : B

“'Dapat juga ditentukan b'aiz'wa‘;'i -
bayaran royaliy kepada sipemilik merk "
ini hanya dapat sekian PErsen. saja,.
hmgga tidak terlalu berat bagi g
lik incionesm i

2. Kurang lebihisejalan dengan kefen fuas’
tentang :Keagenas Tunggsl vang! barg’
snfa diadakan, Dalam - Peraturan Mentirin
Perindustrian .no, 298/M/SK/7/3 982 1l
24-T—]1982 ditenfukan .. sekurang-ku-
rangnya 3 tahun weniuk jangka » 1\tu
nemberian i\mganan iunggdl ini. (pasal'u
Iy, i o

3. Hiausuis-kigusuia datam License “Agie-
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Hukum den Pembanginan -

©Saminan bagi sipem’be’n'hSeﬁSI '

Ssbahknya dapat juga misalaya di-
bedkan't jaminan “kepada sipemilik
merk’ luar negeri, bahwa zpabila ia
memberikan hak’ kepada Jicensee (pe-
nerima liserisi) “di ‘Indonesia, maka ia
sebagm pemz.hk merk  Tyar - negeri,
dianggdp’ terus ‘memakai merknyaitu
di galam'wilayabh’lndonesia.

Depgan demikian maka ia tidak akan
kehilangan-hak® pendaftaran’ merknya
di*In donesia ‘ni Karena sepert dike-
- tahnirmidka chak “atds ‘pendaftaran su-

at‘mork-ini dapat menjadi hilang dan-

menjadi batal'jika iérhenti pemakaian-
nvya secara ‘berturui-turui uniuk lebih
dari’: tiga: tahun ‘lamanye . atau tidak
dipakainva - enam bulan segiak didaf-
tarkanm’ra ~merk temebut di Iadone-
siad}.

Kekhawanran dan pemilix  luar

negerl mengenai hilengnya hak atas
penrdaftaran karena ia sendiri dianggap
tidakymemakai, karena pemakaian di
Indogesia: oleh pihak licensee diang-
gap pemakaian oleh pikak lain dan bu-
kan -oleh sipemilik merk, akan tidak
lebil lama berlaku.
Bahaya kehilangan pendaftaran atfas
merk ini - memeng mungkin terjadi.
Oleh Pengadilan Negeri Jakerta Pusat
permah diputuskan belurn lama berse-
lang, ‘bahwa pemakaian dari merk
dagang rokok vang terkenal dari Ing-
geris yang telah memberikan lisensi
kepada suatu Perusahaan Nasional
uniuk memproduksinya dengan me-
makal merk yang terkenal itu, diang-
gap sebagaz pemakaian bukan oleh
sipemilik merk Inggers ini. 5) Pihak
usahawan Indonesia telah dianggap
yang memakai merk itu. Maka pemilik
merk Inggeris vang terkenal ini harus
mengalami bahwa pendaftargn atas
merknya & Indonesiz dianggap tidak
beriaku lagi karena ia fidak memakai-
nya lebih.lama di dalam wilayah Re~
publik Indonesia.

4. Lihat pasal 18 ayat | sub b dan ¢ Un-
dang-Undang Merk Indonesia no. 21

PR T

Sugtu keputusan vang sesungguh- -
nya menurut hemat kami kurang ber-;,
dasar dan dapat merugikan kepercayva-r
an dari pihak luar negerl afas keadaan
keadilan dan hukum di Indonesia,,
Karena usaha untuk mcmbajak mercks
merelk terkenal dari Iar neger, ter-
nyata diberikan perlindungan oleh pi-
hazk Pengadilan !

Masalah-masalah Hukum Peld&ta_:
Internasional.

Oleh - karena merek-merek ini di-
miliki oleh pemilik dar luar negeri,
dan merek-merek ini dimasukkan ke- -
dalam wilayah Republik Indonesia
serta diproduksi dan dipakal dengan
diberikan lisensi, kepada pengusaha-
pengusaha Indonesia, fimbullah pey-.
soalan-persoalan  yang mengandung.’
wnsSH-asUr asing (foreign elentents).
Seperti felah diuraikan diatas persoai-
an-perscalan yang dihadapi ini ber
sifat Hukum Perdais Internasional
(HPI) karena adanya unsur-unsur luar
neger ini. ‘
Pertanyaan timbul mengenal frukum
vang harus dipakei. Untuk Peganji-
ap Perjaniian Lisensi ini hupkum mana-
kah vang berlaku ?

Kita melifat adanva berbagai titik
pertemuan dan kita saksikan pula ada-
nya kaitan-kaitan dengan sistim-sistim
hukum dar luar negerl (dard sipemilik
merk).

Persoalan timbul tentang hukum yang
harus diperlakukan untuk perjanjian-
peranjian semacam itu. Ini merupa-
kan pokek in#i darpada masalah
Hukum Perdata. Internasional vang
hendak menjawgb pertanyagan hukum
manakah yvang harus diperlakukan jika
terjadi  hubungan-hubungan hukum
dalam  bidang  Perdata vang wmengan-
dung unsur-unsur asing ini. 0

6. Untuk madzah terientu pesgertian sem-
pit dari HP! justre dibatasi pada persoal-
an "Hukum mana yang harus diperguna-
kan' ini fapplicable law) Van Zeven ber-
gen menamakannyz “hekum  untuk
mempergunakan hukum” [Rechisroepas-

P T T Y T Y T T
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sajion Lisensi
“Apabila terjadi sustuisengketa dike-
_.mudian “hari“antara pihak pember li-
-sensi fcensor) -dan penerima (!zcemee}
~mmaka terdadilah perscalan hukum. Me-
agenal hukum yang harus diberlakn ini
-timbullah tanda tanya.. Sesungguiinva
hakum..mana vang harus dinyatakan
bexla}cu ? Dalam menentukan hukum
vang hams berlaku untuk Penanjzan
.Lisenm bersangkutan ini, kita hadapi

_haI—hal vang .agak kompleks. Hubung--

an: yang fidak mudah jni disebablkan

"karena menurut kenyataannya telah
t:mbul hubungan -hubungan. Zinterna-
sional” dengan unsur-unsur vang ber-
aneka ragam titik-litik tadi dengan
sislim-sistim hukum - dari lebih dari-
pada satu negara, .

Karena -adanya . unsurunsur luar ne-

geri ini maka timbullah permasalah-
ar tentang hukum yang harus berlaku
dan dalam hubungan .yang kompleks
itn tidak selalu pertanyasn akan hu-
kum ‘vang harus dipakai ini, . dapat
dijawab secara mudab, Pihak pemilik
merk atau-pemberi lisensi vang mem-
berikan teknologi terfentu ini berads
disaiu negara. Dan pihak yang ine-
nerima. lisensi -atan . yang menerima
teknologi . ini berkediaman - di negara
lam :

: Hak;—hak dan kewajiban dari para pi—
hak vang terikat dalam ‘Perfanjian Li
sensiini ‘berada dibawah sistim-sistm
hekum ‘vang berbeda.” Pihak pemberi
lisensi berasal dard -suam negara terten-~
tu “sedangkan pihak ' penerima lisensi
dari'negara yang laig. Misalnya pembe-
ri'disensi adalah dari Amerika Serikat,
sedangkan - sapenenma Jisensi cl:m In-
donesia. :

Pemeriniah periu mengatur jang
ka waktu dan maksimum jumlah
Royalty untuk lisensi.

Setelah melihat berbagai kemung-
kinan:dan persolan-persoalan vang da-
pat timbul karena adanya hukum yang
beraneka . ragam, perluiah kiranya
pemerintah kifa meneadalkan Yaten.

Seperti telah disinggung dla‘eas
rmtah (iapat mengatur beberap

wsaha Indonesia harus berlangé,u
Dapai ditentukan’ pula syar
bahwa pzhak pemberi hsen51

i danpada ‘hasil 'ﬁmdu ‘sz
pemualan yang dnakukan oleh

danpada smemben lisensi, Tetap per-
o dibayar suati ™ “withholding. i
seperii sudah ditentukan sekarang'=
dalam peraturan mengenai ?a}ak B
nga, Dw:rz’end dan Royalty yang suéah:
beilaku,7) : ;
Umuamnya didalam Penanjlan'perjanjz-
an Lisensi ini dinyatakan bahwasi pe-
nerima lisensilah yang ha-us m" mbayar

menerima bersih sekian persen yang e
lah chma,pa}catx itu. Qleh Pemenntah
dapat difentukan bahwa .maksj uj

mencakup. pula jumish vang mem.mt-
perjanjian meraka harus di%}aygr,ka;z;
sensi, Kemudlan dapat d1adakan syarat;
syarat terfentu mengenai kehamsan;
untuk mengadakan lerihan dapn traip:.
Ing. daripada pihak penerima . lisensi.:
Dan kemudian setelah sekian. tahun.
maka pihak penerima lisensi. Dan ke-.
mudian setelah sekion “tshun  maks
sipenerima lisensi ini akan dapat bebas
melakukan produksi sendiri dan tetap
diperbolehkan - memperdagangkan.
barang-barang ‘yang telah dipreduksx-'
nva itu dengan mesk danpada si pem-
beri lisensi, - Atau. dapat diadakan
pembatasan terfentu mengenal pema-
kaian ini* misalnya tfak boleh . dieks--
por ke negara-negara lain dan dibatagi
um‘.u%c pasaran Indgnesxa saja dap seJ




bauamyd Paraturzm cdiperlukan
untuk menphmdarkan bahwa setelah
bar angnya dimajukan. dipasaran indo-
nesiz ini,. mendadak sipemberi lisensi
menyetop -dan.-meninggalkan sipihak
ensi Indonesiz dtu. Yang
ini Justm tejal. memoukﬁ

: b‘lmng—ba;_ann_ : _danp a;id
: mpembsn clsensi. - ifu.- dalam -pasaran

di Indanesia.

Peﬁdaf {aran hsensn perlu

Dapat dlsydratkan pula bahwa Per-
janjian .Lisensi-ini harys didaftarkan
pada Direktorat Patent dan Hak Cipta.
Jika hal'ini tidak dilakukan, maka Per-
janjian -Lisensi bersangkutan. tidak da-
pat berlaku dan adalah batas untuk
Indogesia: 0 oo \

PeuﬂaWésaﬂ Catas _t@rpenuhinya

pers. zuatan

Dapat ‘fuga didalam -xangka pen-
daftiran “ini diperiksa &pakah sudah
dzpenuhl segala syarat- syarat ‘vang di-
tmtukan ‘oleh Pemerintah” Indonesia
bérkenaan dengan lisensi itu. Jika tidak
dildkukan “ini, jika syafdi-syaratnya
kuring: atau ‘jaminan-jaminan’ unfuk
peralihan’ teknologi. _1:'1{1111{__ cukup fer-
jamin, maka Permerintali*tidak akan
memberikan “gersetijean untuk - Per
janjidah Lisensiinl
Perjanjian Lisensi ml tidak akan da-
pat didaftar.

Hui_;um_y_ang berlaku ditentukan.
. Perjanjian Lisensi ini juga dapat
diikat kepada syarat bahwa sistim
hukum yang berleku adalah hukum
dinegara yang memberikan persetujuan
uniuk perjanjian Lisensl ini dan di-
mana - Peganjian akan dilaksanakan,
yaitu di Indonesia.

Pilihan hukum eiph para pihak
sendiri.

bt i 3 ixmgicmtrn Masse (31

Ttk sosn Py Brorzan By ores vy ans mar
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yang membolehkan - pilihan hukum
ini dapat disusun sebagal bedkut @

"Pengan tidak menghiravkan fem-
pat dimiana perjanjian ini telah diada-
kan, tempat dimana perjanjian ini di-
laksanakan atau lain-lain hal, maka
perjanjian’ ini dan segala perbaikan-
perbaikannya, perubahan atau - Sup-
plement-supplementaya, akan ‘diten- -
tuican dan diatur olsh, serta hubungan
hukum antara para pihak dalam hal
ini akan ditentukan sesuai dengan hu-
kim~ dari negara Republik Indone-
3iaS Perumusan ini adaizh yang di-
usulkan oleh WIPQ World Intellectual
Property Organization) Geneva dalam
studi mereka tahun 1977 “Licensing
Guide For Developing Countries, Gui-
de On The legal aspects of the negos
tiation and preparation of Industiial
Property  Livenses And Technology
Transfer Agreements appropriate to
the needs of Developing Countries”
vang mengkedepankan formula sebagai
berikut : "Regadiess the place of Ag—
reentent, the place of performance,
or otherwise, this agrecment, and all
amendments,  modifications,  altera-
tions or supplements hereto, shall be
construed under, governed by, and the
legal relations between the parties he-
reto, determined in accordance with
the laws of [specificd contry or poli-.
tical sub dividion thereof).? Demikian-
jah segi-segi HPI yang dapat dihadapi
dalam praktek berkenaan dengan ma-
salah pemberian dan penerimaan lisen-
si dan peralihan teknologi ini. Suatu.
masalzh vang telah ditinjau khusus
dalam forum internasional dari organi-
sasi-organisast yang berkecimpungan
dalam persoslan peralihan teknologi:
dan hak milik intelekiuil seperti di-
sebut tadi:

HPI hukum yang hidup.

Ternyata bahwa HPI memang me-

8, Atau disehut disini kein negara yvang di-




= fcrum mternasxonal diantara kalangan‘ __ittee (AALCC). Bukii bahwa perso

. "--"bmk dalani rangka PBB, dan organisasi -pt,rhauan ‘baik hukum nasional da
j. .'___organ;s_asz ‘sepertt UNCTAD, UNCI- pada negara-negara yvang sedang: be

g dihadapi’ mengcsmn hu- neva, ICC di Pars, Dapat pula disebut

ng arus berlaku ini, merupa- dalam rangka ini karya dan usaha®
asalah-masalah pula yaag sedang parz sagana hukum Asia Afn
perbincangkan ' dalam  forum=" " “Asian-African ‘Legal Consultative Cy

'_k angan sarjana hukum Intunasmnai an: persoalam HPI ini selalu menank-

L’-Z.UNIDO dan juga oleh organi- Lembang, seperil negara kita Indo
“sasi ‘internasional yang bekeria sama... sia yang. sedang gat-giatnya meng;
__-__._der;gan*i’BB seper‘u WIiPO Wosld {n- dakan pembmgunaa Juga dalam

. dang ilukum ini-!
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'Orang yang mempun}:u keyakman, kenangarmya i{elthat~:. '_
e an d; wa}ah sedang kesedzhannya tetap tersxmpan di han

(Penbahasa Asab): R

A&a tigﬂ. macarn tentang kepercaya&n, kaxena llha.m. ka—_
tena penerangan atau ka:ena adat kebxasaan

(Pascan o






